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Berdasarkan uraian pembahasan di muka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut.
1. Penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat melalui
musyawarah dengan cara mediasi yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga
adat sebagai jalur non litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihannya, yakni mudah diakses masyarakat hukum adat,
penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama, dan biaya murah.
Kekurangannya, yakni belum menjamin kepastian hukumnya menurut
hukum positif nasional. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dari negara
terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa pengakuan
terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif
penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat di Kabupaten
Ngada berbeda-beda, dengan alasan yang berbeda pula.
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a. Masyarakat hukum adat etnis Bajawa di Kabupaten Ngada, di
antaranya masyarakat hukum adat Langa, sejak jaman dahulu sampai
dengan sekarang masih mengakui fungsionaris lembaga adat (Mosa
Laki) sebagai mediator sengketa pertanahan antar warga masyarakat,
dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa oleh fungsionaris lembaga
adat/Mosa Laki yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara
mediasi, lebih mengedepankan semangat kekeluargaan yang
mendamaikan para pihak.
b. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, belum mengakui fungsionaris
lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan antar warga
masyarakat, dengan alasan bahwa eksistensi lembaga adat beserta
fungsionarisnya belum diformalkan/dilegalkan sehingga pihak Kantor
Pertanahan tidak mengetahui desa/kelurahan mana saja yang sudah ada,
dan berdasarkan Perka Nomor 3 Tahun 2011, fungsi mediasi sengketa
pertanahan merupakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan yang
bertindak sebagai mediator adalah petugas pada Kantor Pertanahan.
c. Pengadilan Negeri Bajawa, belum mengakui fungsionaris lembaga adat
sebagai mediator sengketa pertanahan, dengan alasan bahwa
fungsionaris lembaga adat/Mosa Laki belum memiliki sertifikat
mediator, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mensyaratkan untuk
menjadi mediator harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga
yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.
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2. Konsep Ius Contituendum untuk penguatan fungsionaris lembaga adat
sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar
warga masyarakat, yakni perlu melakukan pembaharuan sistem hukum,
khususnya pembaharuan substansi hukum (legal substance), melalui:
a. pembentukan undang-undang, yang substansinya mengatur
kewenangan lembaga adat (yang melingkupi tugas, fungsi, hak dan
kewajiban), persyaratan kepengurusan lembaga adat, masa jabatan,
prosedur mediasi (hukum acaranya), bentuk/format beserta
substansi/hal-hal yang harus dimuat dalam kesepakatan perdamaian,
dan prosedur memperoleh akta perdamaian/putusan perdamaian dari
hakim Pengadilan Negeri.
b. Peraturan Daerah, dengan substansinya, selain menegaskan kembali
dan menjabarkan lebih lanjut substansi undang-undang, juga
mengatur mengenai tata cara pembentukan lembaga adat, tugas dan
fungsi serta hak dan kewajiban fungsionaris lembaga adat, prosedur
pengesahan kepengurusan, dan kewajiban pemerintah daerah dan
pemerintah desa.
c. Peraturan Mahkamah Agung, dengan substansinya yang mengatur
prosedur penyampaian kesepakatan perdamaian, dan mekanisme
penguatan kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian/putusan
perdamaian oleh hakim Pengadilan Negeri.
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d. Peraturan Badan Pertanahan Nasional, dengan substansi yang
memposisikan fungsionaris lembaga adat dan petugas Kantor
Pertanahan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri
bertindak sebagai mediator sengketa pertanahan.
B. Saran
Dalam rangka pengakuan terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai
mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga
masyarakat, dan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak-hak
tradisional dan identitas budaya masyarakat hukum adat, disarankan:
1. Negara melalui alat kelengkapannya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Presiden untuk segera membentuk Undang-Undang; Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati untuk segera membentuk
Peraturan Daerah; Ketua Mahkamah Agung untuk segera menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung; dan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
segera menetapkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional.
2. Lembaga Adat, ketika negara telah mengakui fungsionaris lembaga adat
sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar
warga masyarakat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya,




3. Warga masyarakat hukum adat, ketika fungsionaris lembaga adat telah
diakui sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan
antar warga masyarakat, untuk memilih dan memanfaatkan lembaga adat
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